





A. Latar Belakang Masalah 
Konstitusi Negara Indonesia memberi perlindungan menyeluruh 
terhadap warga negaranya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
amandemen kedua menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan dasar tersebut pada 
hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga 
dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan 
hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk 
hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat.1 Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 amandemen 
kedua lebih lanjut menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ini berarti 
bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama tanpa diskriminasi.  
Salah satu bentuk perlindungan yang harus dimiliki setiap orang adalah 
perlindungan dari kekerasan baik dalam ranah personal, ranah komunitas 
maupun ranah Negara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 
kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi justru banyak terjadi 
dalam ranah personal atau lingkup rumah tangga, dimana yang sering menjadi 
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korban adalah perempuan dan anak.2 Komisi Nasional Perempuan 
menyebutkan bahwa pada tahun 2015,  kekerasan pada ranah personal atau 
kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) mengalami 
peningkatan 9 % (sembilan persen) dari tahun sebelumnya. Data yang 
diperoleh dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Dalam ranah 
KDRT, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 
4.304 kasus (38 persen), disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30 persen), 
psikis sebanyak 2.607 kasus (23 persen), dan ekonomi sebanyak 971 kasus (9 
persen).3 Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut biasanya 
digunakan sebagai alasan untuk melakukan perceraian yang merupakan ranah 
perdata, sehingga penyelesaian KDRT bukan dengan menggunakan 
instrumen hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 
PKDRT).4  
Pada awal pemberlakuannya, UU PKDRT banyak mengundang pro 
kontra di masyarakat karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah 
publik, karena memang tidak dapat dimungkiri, bahwa masalah domestic 
violence bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai  hal tabu, 
masalah internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka 
umum.5 Dilihat dari karakteristiknya, KDRT merupakan jenis kekerasan yang 
memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban 
adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk 
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kekerasan.6  Padahal budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru 
berakar dari budaya kekerasan dalam keluarga.  
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang 
terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang 
(offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan 
kepada orang lain.7  
Perempuan, dalam hal ini seorang istri, hampir selalu menjadi korban 
kekerasan dalam rumah tangga karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita 
dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah 
dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Laki-laki telah terbentuk menjadi 
pemilik kuasa yang menentukan arah wacana pengetahuan masyarakat. 
Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi 
melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, 
kelembagaan, simbolik dan materi, yang mengakibatkan perempuan  merasa 
dirinya berada dalam posisi yang lemah dan takut, sehingga ketika terjadi 
kekerasan terhadap dirinya, perempuan cenderung diam dan tidak mau 
melakukan tindakan hukum.  
Kondisi tersebutlah yang ingin dihapus dengan diundangkannya UU 
PKDRT pada tanggal 22 September 2004. Undang-undang yang selain 
mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik 
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang 
(selanjutnya disebut KUHP) ini juga mengatur ikhwal kewajiban bagi aparat 
penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau 
pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap 
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kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga. UU PKDRT dapat dikatakan telah menjadikan  
kekerasaan dalam  rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk 
kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan  di ranah publik. Dengan 
demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.8  
Ketentuan pidana dalam UU PKDRT yang memberi perlindungan 
terhadap korban diatur dari Pasal 44 sampai Pasal 53 dengan ancaman pidana 
berupa penjara atau denda. Beberapa dari ketentuan pidana tersebut 
merupakan delik aduan yaitu Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 
46,9 sementara yang lainnya merupakan delik biasa. Perkara KDRT dengan 
delik aduan, sering diselesaikan secara damai di tingkat Kepolisian dengan 
kewenangan diskresinya, namun menjadi persoalan, bagaimana jika perkara 
tersebut sudah sampai pada tahap persidangan di pengadilan, mengingat 
pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses suatu 
perkara meskipun ada perdamaian antara korban dengan pelaku. 
Praktik peradilan selama ini, penanganan perkara KDRT masih 
berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang sama dengan perkara pidana biasa pada umumnya. Proses ini berakhir 
dengan pemidanaan baik berupa penjara maupun denda apabila Terdakwa 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 
Pemidanaan tersebut biasanya berakibat pada buruknya hubungan keluarga 
sehingga berakhir dengan perceraian. Penanganan perkara KDRT yang 
berpedoman pada KUHAP  tidak menjamin persoalan rumah tangga selesai, 
padahal antara pelaku tindak pidana dengan korbannya pada umumnya 
mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat, tidak mudah dipisahkan begitu 
                                                            
8 Laely Wulandari, “Kebijakan Penanganan kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui 
Mediasi Penal”, dalam  Jurnal Law Reform, Volume 4, No. 1 tahun 2008. 
 
9 Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT mengatur tentang kekerasan fisik ringan yang tidak 
menyebabkan korban mengalami penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Sedangkan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT mengatur tentang 
kekerasan psikis ringan, sementara Pasal 46 UU PKDRT mengatur tentang kekerasan seksual. 
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saja. Penjatuhan pidana penjara atau denda kepada pelakunya akan 
mengancam keutuhan rumah tangga dan menimbulkan kegoncangan dalam 
keluarga.10 Hal ini tentu tidak sejalan dengan amanat dari UU PKDRT yang 
justru mengkhendaki keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Berada 
pada ranah pidana, berimplikasi pada tidak dapat dihindarkannya penggunaan 
asas hukum yang menyatakan bahwa pemberian maaf oleh korban kepada 
pelaku tindak pidana tidak dapat membebaskan pelaku dari pemidanaan dan 
hanya dijadikan sebagai alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan 
kepada pelaku apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan.11 Kepentingan korban pun tidak menjadi perhatian dalam proses 
pemeriksaan perkara KDRT meskipun misalnya korban menginginkan 
adanya perdamaian antara dirinya dengan Terdakwa, karena korban hanya 
sebagai saksi dan tidak dapat mempengaruhi tuntutan Penuntut Umum 
maupun putusan Hakim.   
Penjatuhan pidana berupa penjara bukan solusi terbaik dalam 
menyelesaikan masalah KDRT, mengingat kekhasan yang melekat pada 
perkara KDRT, selain itu “kerusakan” yang ditimbulkan kepada korban 
masih bisa dipulihkan atau direstorasi, sehingga semestinya penyelesaian 
untuk perkara KDRT juga berbeda dengan perkara pidana biasanya. Praktik 
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki 
landasan yuridis, yang menyebabkan para penegak hukum khususnya Hakim 
selalu berfikir positivisme dalam menyelesaikan perkara KDRT berdasarkan 
undang-undang, sehingga keadilan yang dicapai pun lebih bersifat prosedural 
dibandingkan bersifat substansial. 
Hal tersebut paradok dengan perkembangan masyarakat, karena 
masyarakat sekarang menginginkan agar para penegak hukum harus berani 
membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Para penegak hukum, 
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khususnya Hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural atau 
Pasal-Pasal undang-undang. Hakim dituntut dapat berbicara sesuai hati 
nuraninya, berani bertindak diluar undang-undang agar keadilan 
sesungguhnya dapat ditemukan.12 Terlebih masyarakat Indonesia merupakan 
masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan yang berprinsip keutuhan 
rumah tangga merupakan hal yang penting.  
Adanya dilema tersebut tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu 
sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan 
korban, dan negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana, 
namun di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, 
keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang 
dan berlarut-larut. pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, 
keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.  Kenyataan ini menyebabkan 
haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah 
tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan- tindakan yang 
dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima 
oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT yang memiliki sifat 
khas tersebut. 
Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya 
penyelesaian KDRT di tingkat pengadilan. Proses mediasi dilaksanakan 
dengan musyawarah atau perdamaian atau dengan lembaga permaafan. 
Praktik-praktik ini tidak lain merupakan penerapan keadilan restoratif yang 
sebenarnya telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.13 Proses 
mediasi mengedepankan pencapaian keadilan restoratif, maka para pihak 
akan duduk bersama dan berpartisipasi langsung untuk memecahkan 
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masalah.14 Peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil 
atau bahkan tidak ada sama sekali.  Korban akan terlindungi dan terlibat 
dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, sehingga kerugian dan 
perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau dipulihkan dengan 
konsekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam 
mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak.  Sifat 
mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus 
KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui 
masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang 
mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis.  
Eksistensi penyelesaian perkara KDRT di luar pengadilan melalui 
mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik, 
dimana permasalahan utama untuk memberlakukan konsep ini adalah pada 
mekanisme penyelesaian yang ditawarkannya berbeda dengan sistem 
peradilan pidana yang ada saat ini. Mekanisme yang mengedepankan konsep 
mediasi dan rekonsiliasi di mana pelaku dan korban berpartisipasi secara 
langsung tentunya berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yang 
masih berorientasi pada keadilan retributif (penghukuman). Sehingga 
mungkinkah secara yuridis formal konsep ini dapat diterapkan dalam 
penyelesaian perkara KDRT secara inconcreto. 
Dalam praktik pengadilan di Indonesia, banyak putusan Hakim yang 
sudah mengakomodir hasil mediasi penal sebagai bahan pertimbangan 
hukumnya, tetapi sebagian besar Hakim dalam putusannya tersebut tetap 
menyatakan si pelaku bersalah, kemudian dijatuhi pidana penjara atau pidana 
bersyarat, seperti Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 
34/Pid.Sus/2012/PN. Pwr. Tanggal 24 September 2012.15` Sedangkan dalam 
                                                            
14 Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah yang disampaikan 
pada Seminar Nasional “Peran Hakim dalam Peningkatan Profesionalisme Menuju Peradilan 
yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka ulang tahun IKAHI ke-59  tanggal 25 April 
2012, hlm.1 
 




Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 336/Pid.B/2012/PN.Sbr. tanggal 7 
Agustus 2012, Hakim menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Perkara 
ini menarik karena merupakan delik aduan, dimana pelaku didakwa dengan 
dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, 
dakwaan kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, kemudian Pasal 51 
UU PKDRT. Bahwa aduan tersebut kemudian dicabut oleh korban yang 
merupakan istri pelaku, namun telah melewati tenggang waktu pencabutan.16 
Jika berpedoman pada Pasal 75 KUHP yang mengatur tentang batas waktu 
pencabutan pengaduan dalam delik aduan, maka pencabutan perkara tersebut 
tidak dapat lagi diterima, tetapi mengingat kepentingan korban dan pelaku 
yang ternyata telah pulih dengan adanya perdamaian, maka Hakim dalam 
putusan akhir menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat 
diterima. Akan tetapi putusan tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra 
mengingat terobosan yang dilakukan Hakim dalam memutus perkara tersebut. 
Di satu sisi, Putusan tersebut mengakomodir perdamaian dan pemulihan yang 
terjadi antara pelaku dengan korban, namun disisi lain putusan tersebut 
seakan-akan tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam penjatuhan 
putusannya sehingga kepastian hukumnya tidak ada.   
Adanya perbedaan pertimbangan dan penjatuhan putusan oleh hakim 
dalam menggunakan hasil perdamaian atau mediasi penal yang terjadi antara 
pelaku dan korban KDRT tersebut, membuat Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul MEDIASI PENAL SEBAGAI 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Apa pertimbangan Hakim menggunakan hasil mediasi penal dalam 
penyelesaian perkara KDRT? 
                                                                                                                                                                      
 




2. Bagaimanakah formulasi mediasi penal dalam penyelesaian perkara 
KDRT di masa mendatang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk menganalisis penggunaan hasil mediasi penal oleh Hakim 
dalam penyelesaian perkara KDRT dihubungkan dengan teori hukum. 
b. Untuk menganalisis formulasi mediasi penal dalam penyelesaian 
perkara KDRT di masa mendatang. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan Penulis 
dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai teori hukum yang 
relevan bagi hakim menggunakan hasil mediasi penal dalam 
penyelesaian perkara KDRT. 
b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 
Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 
mengenai teori hukum dalam penggunaan hasil mediasi penal oleh 
Hakim dalam penyelesaian perkara KDRT. 
b. Sebagai tambahan referensi bagi penulisan hukum lainnya khususnya 
mengenai penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan mediasi 
penal oleh Hakim. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan gagasan, penalaran serta membentuk pola pikir 
Penulis terhadap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan membantu dan memberikan tambahan 
pengetahuan terhadap pihak terkait khususnya dalam praktik peradilan 
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mengenai penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan mediasi 
penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
